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Abstrak

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh
pengusaha terhadap pekerja/buruh tanpa melalui proses yang diatur dalam undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan/korelasi
antara putusan nomor 501 K/Pdt-sus PHI/2016 dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang dan penelusuran terhadap data yang
berhubungan dengan Kkajian pustaka. Cara meminimalisir pemutusan hubungan kerja secara sepihak
adalah dari pekerja/buruh seharusnya memiliki kemampuan di bidang pekerjaannya, memberikan
motifasi dalam berkerja. Bagi pengusaha seharusnya bias menjadi bapak rumah tangga yang baik dan
menganggap pekerja/ buruh adalah bagian dari keluarga. Pemerintah dan pengusaha berperan aktif
dalam pencegahan pemutusan kerja secara sepihak.

Kata Kunci : Pekerja, Perselisihan Pemutusan Hungan Kerja Secara Sepihak, Pengusaha.

Abstract
Unilateral Termination Of Employment Is Termination Of Employment Carried Out By Employers
Against Workers / Laborers Without Going Through The Process Regulated In Law Number 13 Of
2003 Concerning Manpower, The Problem In This Study Is The Relationship / Correlation Between
Decision Number 501 K / Pdt-Sus PHI / 2016 With Law Number 13 Of 2003 Concerning Labor. This
Research Uses The Normative Juridical Research Method, Namely Research Conducted By Examining
Laws And Regulations And Tracing Data Related To Literature Review. How To Minimize Unilateral
Termination Of Employment Is From The Worker / Laborer Should Have The Ability In The Field Of
Work, Provide Motivation In Working. Employers Should Be Able To Be Good Fathers And Consider
Workers/Laborers As Part Of The Family. The Government And Employers Play An Active Role In
Preventing Unilateral Termination Of Employment.

Keywords : Worker, Dispute over Unilateral Termination of Employment, Employer

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak terlepas dari rencana industrialisasi yang
segala aspeknya akan ditekankan pada sektor industri. Pemerintah Indonesia berpendapat
bahwa hanya dengan jalan industrialisasi, Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari
negara modern. Pada proyek industrialisasi tersebut, dikehendaki atau tidak pasti akan timbul
suatu strata dalam industri yaitu kedudukan pengusaha dan pekerja. pengusaha dan pekerja
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mempunyai hubungan yang sangat erat karena jika tidak ada pengusaha maka tidak ada pekerja,
begitu pula sebaliknya.

Hubungan ini lalu diikatkan dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerja. Pada Pasal 1601
a KUH Perdata disebutkan bahwa, “perjanjian kerja adalah suatu perjanjiandimana pihak
kesatu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan
untuk selama waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”, sedangkan
pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Undang-Undang Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa, “perjanjian kerja adalah perjanjian
antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”(Niru Anita Sinaga, 2017) Perjanjian kerja merupakan
suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebelum kesepakatan
bekerja dimulai. Setelah menyepakati perjanjian kerja, maka secara langsung maupun tidak
langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan telah mengikat masing-
masing pihak. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini seringkali tidak sejalan seperti yang
diharapkan karena antara pengusaha dengan pekerja mempunyai dua kepentingan yang
berbanding terbalik. Di satu sisi, pengusaha berkeinginan untuk terus memperoleh keuntungan
yang meningkat. Keuntungan itu diperoleh di antaranya dengan menekan biaya produksi,
termasuk di dalamnya upah pekerja. Di sisi lain, pekerja mempunyai keinginan untuk
selalu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Hubungan industrial dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara
penyelarasan kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja, namun yang banyak terjadi
adalah pengusaha ingin memperoleh keuntungan yang meningkat tetapi ia tidak
memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, sehingga hal ini pun menimbulkan perselisihan
hubungan industrial.

Masalah perselisihan hubungan industrial memang masalah yang sangat rawan terjadi
gesekkan antara para pihak yaitu pengusaha dan pekerja karena hubungan para pihak bersifat
sub ordinatif. Hubungan yang bersifat sub ordinatif menimbulkan batasan dalam pelaksanaan
perjanjian karena para pihak selalu sebagai atasan dan bawahan. (Kusuma R.S.W.S, 2010)
Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada
pekerja atau buruh yang secara sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk
melakukan pekerjaan tertentu. Hal-hal inilah yang menimbulkan perselisihan hubungan
industrial.

Masalah perselisihan hubungan industrial ada empat macam, yaitu perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perselisihan
antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Masalah PHK selalu menarik
untuk dikaji lebih mendalam karena persoalan PHK sangat berpengaruh bagi kelangsungan
hidup para pekerja dan pengusaha. PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya,
khususnya bagi pekerja/ buruh karena hal tersebut akan memberikan dampak psycologis,
economis-financiilbagipekerja/buruh dan keluarganya.Putusnya hubungan kerja bagi pekerja/
buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran. Pengakhiran dari mempunyai
pekerjaan, pengakhiran membiayai keperluan hidup sehari-hari bagi dirinya dan
keluarganya, pengakhiran kemampuan menyekolahkan anak-anak, dan sebagainya. Aturan
soal PHK dan konsekuensi yang yang harus diterima oleh pekerja dan/ atau dilakukan
oleh pengusaha sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan rinci, namun
tetap saja persoalan PHK selalu menjadi perdebatan. Ada pekerja yang menganggap tidak
pantas untuk di PHK, adayang menganggap proses PHK yang dikenakan kepadanya
tidak sesuai dengan prosedur, bahkan ada pelaku usaha yang telah melakukan PHK tetapi
tidak mau membayar uang pesangon ataupun uang penggantian hak. Persoalan PHK ini pun
tidak hanya menjadi perdebatan biasa antara pekerja dan pengusaha didalam gudang atau
di depan pekerja lain. Tak sedikit persoalan PHK yang kemudian masuk ke Pengadilan
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Hubungan Industrial (PHI) untuk memperoleh putusan pengadilan. Salah satu masalah
perselisihan PHK yang berhubungan dengan perjanjian kerja dan perkaranya masuk ke dalam
pengadilan dapat dilihat dari kasus antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan empat orang
pekerjanya. PT. Virgo Makmur Perkasa adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja
dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada pekerjaan jasa pengadaan pompa air di
lokasi penambangan batu bara milik PT. Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 4
(empat) orang dipekerjakan oleh PT. Virgo Makmur Perkasa di lokasi penambangan batu
bara milik PT. Bukit Asam. Pada tanggal 18 November 2013, 4 pekerja tersebut menerima
surat dari PT. Virgo Makmur Perkasa yang pada intinya memberi sanksi skorsing
(diisitirahatkan) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi selama proses
skorsingini, PT. Virgo Makmur Perkasa tidak membayar upah beserta hak lainnya kepada
para pekerja terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014.

Tanggal 18 Desember 2013, mereka menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).
Alasan pemutusan hubungan kerja yang dikemukakan oleh PT. Virgo Makmur Perkasa
adalah berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Para pekerja menolak alasan
pemutusan hubungan kerja karena mereka meyakini tidak pernah ada pernyataan bahwa
mereka selaku pekerja diikat secara kontrak dan juga tidak pernah menandatangani PKWT.
Para pekerja menolak pemtusan hubungan kerja. Mereka lalu mengajukan mediasi pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim namun tidak mencapai kemufakatan.
Karena pada mediasi tersebut tidak mencapai kemufakatan maka para pekerja mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
(PHI PN Palembang). Hakim PHI PN Palembang memutus PT. Virgo Makmur Perkasa untuk
membayar uang pengakhiran hubungan kerja secara sekaligus kepada empat pekerjanya
dan menolak gugatan upah skorsing, Baik penggugat maupun tergugat mengajukan upaya
hukum kasasi pada Mahkamah Agung (MA) karena tidak puas dengan putusan hakim
PHI PN Palembang dan gugatan tersebut telah diputus dengan putusan Nomor 501
K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan putusan PHI PN Palembang tidak salah dalam menerapkan
hukum (MA menguatkan putusan PHI PN Palembang).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan merupakan metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif
yaitu metode untuk menemukan adanya peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin
hukum.( Suyanto, S. H.,2023) Cara dalam penelitian hukum normatif bisa digunakan pada
sumber hukum utama dan sumber hukum tambahan, dengan syarat sumber hukum tersebut
mengandung adanya peraturan hukum. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif agar
dapat mengetahui. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
Yuridis Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakuakan dengan cara
pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada "
Hukum normatif adalah law as what ought to be or not to be, yang tertulis dalam kodifikasi atau
undang-undang. Menurut ajaran hukum murni (jurisprudence), hukum normatif disebut Law in
Books.

Pendekatan Penelitian, Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan udangundang ini akan
membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian
antara suatu undang-undang dengan undang-undang ainnya atau antara undang-undang dan
Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Konseptual,
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-
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doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi. Pemahaman akan pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi.” Pendekatan Kasus, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber Bahan Hukum, Bahan untuk
penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier.
a. Bahan hukum Primer, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Rl Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI).
5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 501 K/Pdt.Sus-PH1/2016.
b. Bahan hukum Sekunder, yakni berupa buku, kamus hukum/book law dictionary yang
ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.
c. Bahan hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hubungan antara putusan mahkamah agung nomor 501 K/Pdt-sus PHI1/2016 dengan Undang-
undang Nomor 13 tahun 2003

Kasus perselisinan hubungan industrial ini terjadi antara PT. Virgo Makmur Perkasa
dengan 4 (empat) orang pekerjanya yaitu Defri Oktaverian, Tri Saputra, Yosep Saputra, dan
Darul Kodni. PT. Virgo Makmur Perkasa adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja
dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbhk pada pekerjaan jasa pengadaan pompa air di lokasi
penambangan batu bara milik PT. Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 4 (empat)
orang pekerja tersebut dipekerjakan oleh PT. Virgo Makmur Perkasa di lokasi penambangan
batu bara milik PT. Bukit Asam. Defri Oktaverian, Tri Saputra, dan Yosep Saputra mulai
bekerja pada tanggal 1 November 2011, sedangkan Darul Kodni mulai bekerja pada tanggal 1
Desember 2012. Pada tanggal 18 November 2013, para pekerja menerima surat dari PT.
Virgo Makmur Perkasa yang pada intinya memberi sanksi skorsing (diisitirahatkan) sampai
batas waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi selama proses skorsingini, PT. Virgo
Makmur Perkasa tidak membayar upah beserta hak lainnya kepada para pekerja terhitung
sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014. Tanggal 18 Desember 2013,
mereka menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan pemutusan hubungan kerja
yang dikemukakan oleh PT. Virgo Makmur Perkasa adalah berakhirnya masa perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT). (Edy S.S Sidabutar,2008)

Para pekerja menolak alasan pemutusan hubungankerja karena mereka meyakini tidak
pernah ada pernyataan bahwa mereka selaku pekerja diikat secara kontrak dan juga tidak pernah
menandatangani PKWT. Atas dasar hukum tersebut, para pekerja lalu mengajukan
permohonan perundingan bipartit dan permohonan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, oleh karena perundingan bipartit dan mediasi tersebut
tidak mencapai kemufakatan, maka para pekerja mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang (PHI PN Palembang) dan
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melampirkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh
Mediator Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.

Perjanjian secara Lisan Mengubah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja
Tidak Tertentu.

Setiap orang pada dasarnya asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan
dan ketertiban umum, pengusaha mempunyai kekuatan dominan untuk mengendalikan pekerja/
buruh yang bekerja kepadanya.(S. Sonhaji,2018) Adanya ketidakseimbangan kedudukan para
pihak dalam membentuk hubungan kerja, yakni kedudukan pekerja/ buruh yang selalu berada
pada pihak yang lemah telah menjadikan sebuah dasar bagi negara untuk mencampuri hubungan
tersebut, yang bertujuan untuk keadilan dan perlindungan. Hal ini diwujudkan oleh negara
dengan membuat peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang harus dipatuhi
oleh pengusaha dan pekerja/ buruh. (abdul Khakim 2003)

Dengan demikian, undang-undang ketenagakerjaan mengatur bahwa adanya hubungan
hukum yang disebabkan pembentukan perjanjian kerja haruslah tidak bertentangan dengan
landasan hukum yang telah ditetapkan. Hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/
buruh sebagian besar terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
Dibentuknya peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan membatasi ruang gerak
kebebasan pengusaha dan pekerja/buruh dalam menetapkan isi perjanjian kerja.

Hal ini merupakan satu bentuk campur tangan negara dalam melindungi hak-hak dasar
pekerja/buruh dengan memperhatikan akibatnya terhadap kemajuan negara. Dengan wujud
campur tangan negara, maka pelaksanaan asas kebebasan berkontrak antara pengusaha dan
pekerja/ buruh dalam perjanjian kerja menjadi sangat terbatas. Pada Pasal 1 angka (14) Undang-
Undang Ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja ialah “perjanjian antara pekerja/ buruh
dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.” Pasal
51 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuatbaik
secara tertulis maupun secara lisan. (Nasution, M. S., Suhaidi, S., & Marzuki, M, 2021)
Perjanjian kerja secara lisan sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang Undang Ketenagakerjaan, yakni: a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Kemampuan
atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; d.
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menentukan apakah perjanjian kerja
tersebut akan dibuat secara tertulis atau lisan, harus ditinjau terlebih dahulu

Perjanjian kerja tersebut adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena terhadap dua perjanjian kerja tersebut
mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus
dilakukan secara tertulis. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal PKWT. Pasal 57 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan PKWT harus dilakukan secara
tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika ternyata PKWT tersebut
dibuat secara lisan, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT atau biasa
diketahui dengan pekerja tetap. Dengan berubahnya status perjanjian kerja tersebut, maka
pekerja/ buruh dapat menuntut hak-hak sebagai pekerja/ buruh dengan status hubungan kerja
PKWTT.

Jadi, perjanjian kerja yang diperbolehkan untuk dibuat secara lisan hanyalah PKWTT.
Dalam hal perusahaan tidak membuat PKWTT secara tertulis dengan pekerjanya, maka
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/ buruh yang bersangkutan, hal ini
diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Surat pengangkatan tersebut sekurang-
kurangnya memuat keterangan: a. Nama dan alamat pekerja/ buruh; b. Tanggal mulai bekerja;
c. Jenis pekerjaan; dan d. Besarnya upah. Pada permasalahan yang telah telah diputus dengan
putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut, para pekerja yaitu Defri
Oktaverian, Tri Saputra, Yosep Saputra, dan Darul Kodni bekerja di PT. Virgo Makmur
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Perkasadengan tidak pernah ada pernyataan bahwa mereka selaku pekerja diikat secara kontrak
dan juga tidak pernah menandatangani PKWT.

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketengakerjaan mengatur PKWT yang dibuat tidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), maka, sejak awal para pekerja tersebut bekerja
dinyatakan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Dengan
berubahnya status perjanjian kerja dari PKWT yang demi hukum menjadi PKWTT, maka para
pekerja dapat menuntut hak-hak sebagai pekerja/ buruh dengan status hubungan pekerja tetap,
termasuk mendapatkan pesangon, uang penggantian hak, dan upah skorsingketika mereka di-
PHK.

3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutuskan Perkara antara PT. Virgo
Makmur Perkasa dengan Empat Orang Pekerjanya berdasarkan putusan mahkamah Agung
Nomor 501 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2016

Sebelum memberikan putusan pada perselisihan hubungan industrial, hakim akan
membuat pertimbangan hukum terlebih dahulu. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh
Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena pertimbangan hukum
tersebut merupakan dasar dan bagian dari putusan itu sendiri.

Pertimbangan-pertimbangan hukum dilakukan terhadap tiap tiap bagian perkara dengan
tujuan agar putusan yang dihasilkan mempunyai nilai keobjektifan. Fakta hukum yang
didapatkan oleh hakim yaitu Defri Oktaverian, Tri Saputra, dan Yosep Saputra telah bekerja
pada PT. Virgo Makmur Perkasa selama 2 tahun 2 bulan serta Darul Kodni telah bekerja selama
1 tahun 1 bulandan mereka diikat dengan PKWT namun secara lisan. PT. Virgo Makmur
Perkasa selaku tergugat memberikan surat skorsing pada tanggal 18 November 2013, setelah
itu memberikan surat PHK pada tanggal 18 Desember 2013 kepada para pekerja selaku
penggugat dengan alasan telah berakhirnya PKWT, padahal PKWT yang mereka perjanjikan
menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi hukum telah berubah menjadi
PKWTT. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan,
PT. Virgo Makmur Perkasa telah melakukan PHK tanpa alasan yang sah dan dapat
dikategorikan perusahaan melakukan efissiensi (pengurangan karyawan), sehingga ada hak-hak
normatif yang harus didapatkan pekerja/ buruh.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f, pengusaha wajib
membayar upah apabila PHK akibat kesalahan sendiri/ halangan dari pengusaha. Atas dasar
tersebut maka para pekerja mengajukan permohonan perundingan bipartit dan mediasi pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Namun karena perundingan
bipartit dan mediasi tersebut tidak mencapai kemufakatan, penggugat melanjutkan perkara
tersebut ke PHI PN Palembang. Para pekerja PT. Virgo Makmur Perkasa menuntut agar majelis
hakim PHI PN Palembang memutus pengusaha membayarkan upah skorsingpada putusan sela,
uang pesangon dan uang penggantian hak dalam pokok perkara. Namun dalam putusan hakim
PHI PN Palembang Nomor 28/Pdt.Sus PHI/2014/PN.Plg hanya memutus uang pesangon dan
uang penggantian hak, tidak memutus upah skorsing.Putusan tersebut pun telah dikuatkan
dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Dalam pertimbangan
hakim Mahkamah Agung, menurut kebiasaan dalam praktek peradilan, pada PKWT yang
diputus menjadi PKWTT, pengusaha wajib membayar uang pesangon namun tanpa upah
proses.

Pada dasarnya, hak pekerja/ buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja
antara pekerja/ buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Jadi,
pekerja yang dikenakan skorsingoleh pengusaha tetap berhak menerima upah karena belum
mendapatkan putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
berkekuatan hukum tetap. Selain ketentuan di atas, Pasal 93 ayat (1) junctoayat (2) huruf f
Undang-Undang Ketenagakerjaan juga telah mengatur yang pada intinya pengusaha tetap wajib
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membayar upah pekerja/ buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperjanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang
seharusnya dapat dihindari pengusaha5. Maka atas dasar tersebut, seharusnya majelis hakim
memberikan putusan sela.Putusan sela dijatuhkan sebelum memutus pokok perkara dan
dimaksudkan untuk menghukum pengusaha agar membayar upah skorsingmenuju PHK. Bila
mengacu pada Pasal 96, pekerja/ buruh berhak atas upah skorsingbila pengusaha terbukti
melakukan skorsingnamun tidak membayar upahé.

Pasal 155 ayat (2) mengatur: “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya.” dan Pasal 155 ayat (3) mengatur: “Pengusaha dapat
melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa
tindakan skorsingkepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja
dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”.
Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan memerintahkan pekerja dan pengusaha tetap
menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Industrial, namun pengusaha diperkenankan melakukan skorsing terhadap pekerja dengan
catatan tetap membayar upah pekerja.

Untuk menjalankan Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, hakim sebenarnya
dapat menetapkan putusan sela yang memerintahkan membayar upah pekerja bila pengusaha
tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 96 Undang-Undang PPHI. Putusan
sela sesuai Pasal 96 Undang-Undang PPHI hanya dapat dipakai bila pengusaha melakukan
skorsing. Putusan PHI dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila memenuhi salah satu dari
dua syarat berikut: 1. Salah satu pihak tidak mengajukan kasasi atas putusan PHI di tingkat
pertama. 2. Hakim kasasi pada Mahkamah Agung telah memutus permohonan kasasi.
Berdasarkan dua syarat tersebut maka seharusnya PHI PN Palembang saat memutus perkara
harus menghitung upah skorsingsampai pada putusan tersebut diucapkan. Selanjutnya, saat
perselisihan diajukan kasasi, hakim Mahkamah Agung menghitung upah skorsingsampai
putusan kasasi diucapkan. Dengan demikian, hakim dapat menghukum pengusaha membayar
upah skorsing sampai putusan kasasi tersebut terucap. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa
pengertian dari “berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
Ketenagakerjaan adalah sampai putusan tersebut inkrachtdan tidak ada upaya hukum lagi.
Sebab, apabila salah satu pihak atau para pihak mengajukan kasasi terhadap putusan PHI tingkat
pertama maka “berkekuatan hukum tetap” itu ada pada putusan kasasi. Hal ini juga dikuatkan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011 tentang Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD
NRI 1945, tanggal 19 September 2011, yang amar putusannya menyatakan: “Frasa ,,belum
ditetapkan™ dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketengakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai ,,belum berkekuatan hukum tetap™.” Dengan putusan
tersebut maka penafsiran Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai anak
kalimat “belum ditetapkan” harus dimaknai “belum berkekuatan hukum tetap”.

Jangka waktu pembayaran upah skorsing atau upah proses terhadap pekerja yang sedang
dalam proses PHK tergantung apakah salah satu pihak atau para pihak mengajukan kasasi
terhadap putusan PHI tingkat pertama. Jika salah satu pihak atau para pihak mengajukan kasasi
maka “berkekuatan hukum tetap” itu ada pada putusan kasasi. Karena hakim PHI PN
Palembang dan Mahkamah Agung seharusnya memutus upah skorsing namun tidak
memutusnya, maka menurut penulis putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-
PHI/2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
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3.3. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501
K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 K/Pdt.Sus-PH1/2014.

Permasalahan yang diputus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014 adalah serupa. Pengusaha (tergugat)
dari setiap putusan tersebut telah menyalahi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai PKWT.
Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yakni perkara antara PT. Virgo
Makmur Perkasa dengan 4 (empat) orang pekerjanya, PKWT yang dilakukan pengusaha demi hukum
menjadi PKWTT karena pada Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur
bahwa: 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin. 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk
waktu tidak tertentu. Pada permasalahan yang terjadi, para pekerja tersebut bekerja di PT. Virgo Makmur
Perkasa tidak pernah ada pernyataan bahwa mereka selaku pekerja diikat secara kontrak dan juga tidak
pernah menandatangani PKWT. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketengakerjaan mengatur PKWT
yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), maka, sejak awal bekerja
para pekerja tersebut dinyatakan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Selain itu, PKWT tersebut juga tidakmemenuhi syarat PKWT sebagaimana dimaksud Pasal 59
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal ini disebabkan sifat, jenis dan kegiatan pekerjaan jasa pengadaan
pompa pada aktivitas pertambangan batu bara di PT. Bukit Asam adalah terus menerus dan bersifat
tetap, sehingga demi hukum hubungan kerja yang dimaksud menjadi PKWTT.

Sedangkan pada kasus yang telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 404
K/Pdt.Sus-PHI1/2014, Yuan Agusta (penggugat) bekerja pada Hotel Sahid Jaya Surakarta sejak tanggal
1 November 2001 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 (selama kurang lebih 11 tahun) dengan status
kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selama Penggugat bekerja di Hotel Sahid Jaya
Surakarta, ia telah berganti bagian 11 kali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan karena jika dilihat dengan seksama, PKWT yang diberikan oleh Martono Saputra,
General Manager Hotel Sahid (tergugat) kepada Yuan Agusta (penggugat), Tergugat memberikan
kontrak kerja kepada Penggugat untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan diperpanjang 2 (dua) sampai
paling banyak 3 (tiga) kali. Kemudian Tergugat mengganti bagian pekerjaan Penggugat dan
mengadakan kontrak baru lagi.

Melihat dari fakta hukum ini, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa pihak pemberi kerja tahu
secara pasti bahwa status PKWT telah berubah menjadi PKWTT. Selain PKWT yang diberikan kepada
Yuan Agusta penggugat tidak hanya melebihi dari yang dipersyaratkan yaitu paling lama hanya 3 (tiga)
tahun, setiap bagian yang selalu ditempatkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 11 (sebelas) tahun
Penggugat bekerja adalah pada pekerjaan yang bersifat tetap, bukan pekerjaan yang bersifat musiman.
Sehingga, berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT yang dibuat dengan
tidak memenuhi Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), maka demi hukum PKWT tersebut dinyatakan
batal demi hukum. Sebagai konsekuensi hukum dari batalnya PKWT Penggugat, maka sejak pertama
kali Penggugat bekerja pada Tergugat yaitu pada tanggal 1 November 2001 dimana Penggugat bekerja
pada bagian Restaurant Bar CashierHotel Sahid Jaya Surakarta adalah berstatus pegawai tetap.

Kedua putusan Mahkamah Agung diatas selain menuntut PKWT yang demi hukum menjadi
PKWTT, juga menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sela. Pada putusan Nomor 501
K/Pdt.Sus-PHI/2016, para penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat
yang secara nyata tidak melaksanakan kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima Para Pengugat selama skorsing terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November
2014 adalah perbuatan melanggar hukum.

Para Penggugat meminta hakim untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai, upah
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat selama skorsingsebesar Rp100.760.000,00
(seratus juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya
putusan sela tersebut, namun hakim menolak memberikan putusan sela. Pada putusan Nomor 404
K/Pdt.Sus-PHI1/2014, Penggugat memuntut agar majelis hakim memutus Tergugat untuk membayarkan
upah/ gaji (hak normatif) selamaselama proses penyelesaian, yaitu upah mulai dari bulan Juni sampai
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dengan November 2013 (saat gugatan diajukan) sebesar Rp2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh
tiga ribu rupiah) x 6 = Rp15.361.800,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus
rupiah) kepada Penggugat. Namun, majelis hakim juga menolak untuk memberikan putusan sela yang
menghukum tergugat untuk membayar upah proses kepada penggugat. Dalam hal ini, menurut Sugianto,
S.H., M.H. upah proses ada beberapa pandangan.

Pertama, pandangan ‘“no work no paid” yang artinya tidak ada pekerjaan maka tidak dibayar.
Pandangan yang kedua adalah upah proses bisa disetujui, sepanjang PHK itu berlakunya surut. Pasal
155 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan menyatakan: “Selama putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya”, maka seharusnya pengusaha melaksanakan pemberian upah
proses kepada pekerja.

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-1X/2011 tentang Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI 1945, tanggal 19
September 2011 menyatakan: “Frasa ,,belum ditetapkan® dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ,.belum berkekuatan hukum tetap®.”
Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, penulis berpendapatbahwa perkara
yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Nomor 404 K/Pdt.Sus-
PHI/2014 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial.

3.4. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus PHI1/2016 dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Perjanjian kerja merupakan salah satu jenis perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan
4 orang pekerjanya telah sepakat untuk melakukan suatu perjanjian.

Untuk syarat kecakapan membuat suatu perikatan, unsur ini telah dipenuhi oleh kedua
belah pihak. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan
bahwa setiap orang yang cakapberwenang untuk membuat perikatan, pengusaha dan 4 orang
pekerja PT. Virgo Makmur Perkasa yakni Defri Oktaverian, Tri Saputra, Yosep Saputra, Darul
Kodni dianggap cakap karena tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata.
Unsur suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian juga terpenuhi karena
antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan para pekerjanya membuat suatu perjanjian pekerjaan
pengadaan pompa air di wilayah pertambangan batu bara milik PT. Bukit Asam secara lisan.
Unsur sebab yang halal sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hal ini terbukti karena pekerjaan yang diperjanjikan antara PT. Virgo Makmur Perkasa
dengan para pekerjanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka
berdasarkan KUH Perdata antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan 4 pekerjanya ada suatu
perjanjian kerja karena syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi.

3.5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur
mengenaihubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerjaan yang dilakukan antara
PT. Virgo Makmur Perkasa dengan para pekerjanya adalah pengadaan pompa air di pertambangan batu
bara milik PT. Bukit Asam dan mereka mendapatkan gaji Rp. 1.630.000/ bulannya, maka perbuatan
hukum tersebut dapat disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja. Pasal 52 Undang-
Undang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja dibuat harus berdasarkan kesepakatan kedua
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belah pihak, cakap melakukan perbuatan hukum, ada pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang
diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur ini pada perjanjian kerja antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan para pekerjanya
telah terpenuhi. Terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 57
ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan
dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), maka karena PKWT yang dibuat antara PT. Virgo Makmur Perkasa
dengan 4 orang pekerjanya secara lisan, hal ini bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan demi hukum
harus dinyatakan sebagai PKWTT. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur
mengenai PKWT, yakni PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai/ sementara
sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pada Pasal 59
ayat (2), PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pada kasus yang terjadi antara
PT. Virgo Makmur Perkasa dengan para pekerjanya, pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan
Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) karena pengadaan pompa air pada pertambangan batu bara adalah terus
menerus dan bersifat tetap. Maka, PKWT yang telah diperjanjikan demi hukum menjadi PKWTT dan
sebagai konsekuensi hukum dari batalnya PKWT mereka, sejak pertama kali mereka dipekerjakan
adalah berstatus pekerja tetap.

Selain menuntut PKWT yang demi hukum menjadi PKWTT, para pekerja PT. Virgo Makmur
Perkasa juga menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sela. Para pekerja meminta majelis
hakim untuk menyatakan perbuatan PT. Virgo Makmur Perkasa yang secara nyata tidak melaksanakan
kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para pekerja selama skorsing
terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014 adalah perbuatan melanggar
hukum, namun hakim menolak memberikan putusan sela.

Padahal, Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur “Selama putusan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja/ buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya” dan Pasal 155 mengatur “Pengusaha
dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa
tindakan skorsingkepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan
tetap wajib membayar upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh”. Pengaturan
mengenai hal ini juga dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU 1X/2011
tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap UUD NRI 1945, yang amar putusannya menyatakan: “Frasa ,,belum ditetapkan® dalam Pasal
155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ,,belum
berkekuatan hukum tetap*”. Hal ini berarti para pihak dalam hubungan industrial (baik pengusaha
maupun pekerja/ buruh) harus tetap melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing seakan belum
efektif terjadi PHK.

Dengan demikian maka putusan MK tersebut harusnya menjadi dasar acuan tentang pemberian
upah skorsing/ upah proses kepada para penggugat, yakni harus dibayarkan tergugat hingga perkara
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan
mengatur dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon
dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam hal
ini, hakim memutus PT. Virgo Makmur Perkasa untuk membayarkan uang pengakhiran hubungan kerja
yakni uang pesangon dan uang penggantian hak. Hakim tidak memutus uang penghargaan masa kerja
karena masa kerja para pekerja PT. Virgo Makmur Perkasa belum ada 3 tahun, dan syarat untuk
mendapatkan uang penghargaan masa kerja yang diatur Pasal 156 ayat (3) adalah minimal 3 tahun masa
kerja.(8)Maka, berdasarkan fakta fakta hukum dalam persidangan di atas, penulis berpendapat bahwa
perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, terlebih mengenai upah skorsing yang
seharusnya diputus oleh hakim.
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3.6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian
perselisihan diwajibkanmenempuh upaya perundingan bipartit terlebih dahulu. Pada kasus yang terjadi
antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan 4 orang pekerjanya, proses penyelesaian diawali tahap bipartit
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian tripartit yakni mediasi. Karena perundingan
bipartit dan mediasi tidak mencapai kemufakatan, maka permasalahan tersebut dilanjutkan pada
Pengadilan Hubungan Industrial.Pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang PPHI diatur jika tidak tercapai
kemufakatan penyelesaian melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Hal ini telah
dilakukan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dengan
mengeluarkan risalah penyelesaiandan risalah tersebut dilampirkan pada gugatan ke PHI PN Palembang.

Pekerja dan pengusaha harus tetap menjalankan kewajiban masing-masing seakan belum efektif
terjadi PHK sampai adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial yang berkekuatan
hukum tetap. Maka, pekerja yang dikenakan skorsing oleh pengusaha seharusnya tetap berhak menerima
upah. Jadi, menurut penulis, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus ini
kurang sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena
seharusnya majelis hakim menyatakan para penggugat berhak mendapatkan upah skorsing dalam
putusannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/V1/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang termasuk lingkupdalam
perjanjian waktu tidak tertentu adalah pekerjaan yang sifatnya sekali selesai/ sementara sifatnya,
pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang
bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru/ kegiatan baru/ produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.(Toha, I. S DKK 2023)

Dalam kasus yang terjadi antara PT. Virgo Makmur Perkasa dan 4 pekerjanya, para pekerja
tersebut dipekerjakan pada pekerjaan jasa pengadaan pompa air di lokasipenambangan batu bara di
Tanjung Enim, Sumatera Selatan, maka hal ini tidak memenuhi syarat perjanjian kerja waktu tertentu
sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/V1/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena sifat, jenis, dan kegiatan
pekerjaan jasa pengadaan pompa pada aktivitas penambangan batu bara di perusahaan milik PT. Bukit
Asam (turut tergugat) adalah terus menerus dan bersifat tetap, sehingga demi hukum hubungan kerja
dimaksud menjadi PKWTT.

Selain itu, pada Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/V1/2004 juga mengatur PKWT
dapat berubah menjadi PKWTT apabilaPKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.Jadi,
menurut penulis, putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim Mahkamah Agung telah
sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan tersebut di atas, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Akan tetapi, harus dilihat terlebih
dahulu perjanjian kerja tersebut termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena PKWT harus dilakukan
secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika ternyata
PKWT tersebut dibuat secara lisan, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi
PKWTT.

2. Putusan hakim kurang adil untuk kedua belah pihak yang berperkara karena tergugat
tidak dihukum untuk membayar upah skorsing (upah proses) dengan menitik beratkan
pada pertimbangan PKWT tidak tertulis sehingga demi hukum menjadi PKWTT. Selain
itu majelis hakim juga berpendapat sesuai kebiasaan dalam praktek peradilan dalam
memutus PKWT menjadi PKWTT adalah dengan tanpa memutus upah proses. 3.
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Tuntutan upah proses yang tidak dikabulkan oleh hakim bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial karena undang undang memerintahkan pekerja dan pengusaha tetap
menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Industrial, termasuk kewajiban pengusaha membayarkan upahskorsing(upah proses).
Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-1X/2011 tentang Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI
1945 memerintahkan hakim harus menghitung upah proses sampai dengan putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 501
K/Pdt.Sus-PHI/2016 kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja didasarkan dengan adanya suatu perjanjian
diantara kedua belah pihak. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak
memberikan larangan dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan, namun
jika perjanjian dibuat secara lisan hal itu dapat menimbulkan suatu permasalahan jika
terjadi suatu perselisihan di kemudian hari.Pemerintah juga harus mengaturmengenai
adanya sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang melanggar mengenai Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pekerja/ buruh.
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